
 
 

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA 
NOMOR 32 TAHUN 1996 

TENTANG 
TENAGA KESEHATAN 

 
 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, 

 
Menimbang  :  bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan  Undang-undang Nomor 23 Tahun 

1992 tentang Kesehatan, dipandang perlu menetapkan Peraturan 
tentang Tenaga Kesehatan; 

 
Mengingat   :   1.  Pasal  5 ayat (2) Undang-undang Dasar 1945; 

2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran 
Negara Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Nomor 
3495); 

 
MEMUTUSKAN: 

 
Menetapkan :  PERATURAN PEMERINTAH TENTANG TENAGA KESEHATAN. 
 

BAB I 
KETENTUAN UMUM 

 
Pasal 1 

 
Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan: 
1. Tenaga Kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang 

kesehatan serta memiliki pengetahuan dan/atau keterampilan melalui pendidikan 
di bidang kesehatan yang untuk di jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk 
melakukan upaya kesehatan; 

2. Sarana kesehatan adalah tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya 
kesehatan. 

3. Upaya kesehatan adalah setiap kegiatan untuk memelihara dan meningkatkan 
kesehatan yang dilakukan oleh Pemerintah dan/atau masyarakat; 

4. menteri adalah Menteri yang bertanggung jawab di bidang kesehatan. 
 



BAB II 
JENIS TENAGA KESEHATAN 

 
Pasal 2 

 
(1) Tenaga kesehatan terdiri dari:  
 a. tenaga medis; 

b. tenaga keperawatan; 
c. tenaga kefarmasian; 
d. tenaga kesehatan masyarakat; 
e. tenaga gizi; 
f. tenaga keterapian fisik; 
g. tenaga keteknisian medis. 

 
(2) Tenaga medis meliputi dokter dan dokter gigi. 
 
(3) Tenaga keperawatan meliputi perawat dan bidan. 
 
(4)  Tenaga kefarmasian meliputi apoteker, analis farmasi dan asisten apoteker. 
 
(5) Tenaga kesehatan masyarakat meliputi epidemiolog kesehatan, entomolog 

kesehatan, mikrobiolog kesehatan, penyuluh kesehatan, administrator kesehatan 
dan sanitasi. 

 
(6) Tenaga gizi meliputi nutrisionis dan dietisien. 
 
(7) Tenaga keterapian fisik meliputi fisioterapis, okupasiterapis, dan terapis wicara. 
 
(8) Tenaga keteknisian medis meliputi radiografer, radioterapis, teknisi gigi, teknisi 

elektromedis, analis kesehatan, refraksionis optisien, otorik prostetik, teknisi 
transfusi dan perekam medis. 

 
BAB III 

PERSYARATAN 
 

Pasal 3 
   
Tenaga kesehatan wajib memiliki pengetahuan dan ketrampilan di bidang kesehatan 
yang dinyatakan dengan ijazah dari lembaga pendidikan. 
  

 
 



Pasal 4 
 

(1) Tenaga kesehatan hanya dapat melakukan upaya kesehatan setelah tenaga 
kesehatan yang bersangkutan memiliki ijin dari Menteri. 

 
(2) Dikecualikan dari pemilikan ijin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) bagi tenaga 

kesehatan masyarakat. 
 
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai perijinan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) 

diatur oleh Menteri 
 

Pasal 5 
 

(1) Selain ijin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), tenaga medis dan tenaga 
kefarmasian lulusan dari lembaga pendidikan di luar negeri hanya dapat 
melakukan upaya kesehatan setelah yang bersangkutan melakukan adaptasi. 

 
(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai adaptasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) 

diatur oleh Menteri. 
 

BAB IV 
PERENCANAAN, PENGADAAN DAN PENEMPATAN 

 
Bagian Kesatu 
Perencanaan 

 
Pasal 6 

 
(1) Pengadaan dan penempatan tenaga kesehatan dilaksanakan untuk memenuhi 

kebutuhan tenaga kesehatan yang merata bagi seluruh masyarakat. 
 
(2) Pengadaan dan penempatan tenaga kesehatan dilaksanakan sesuai dengan 

perencanaan nasional tenaga kesehatan. 
 
(3) Perencanaan nasional tenaga disusun dengan memperhatikan faktor: 

a. jenis pelayanan kesehatan yang dibutuhkan oleh masyarakat; 
b. sarana kesehatan; 
c. jenis dan jumlah tenaga kesehatan yang sesuai dengan kebutuhan pelayanan 

kesehatan. 
 
(4) Perencanaan nasional tenaga kesehatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dan 

ayat (3) ditetapkan oleh Menteri. 



Bagian Kedua 
Pengadaan 

 
Pasal 7 

Pengadaan tenaga kesehatan dilakukan melalui pendidikan dan pelatihan di bidang 
kesehatan. 

 
Pasal 8 

(1) Pendidikan di bidang kesehatan dilaksanakan di lembaga pendidikan yang 
diselenggarakan oleh Pemerintah atau masyarakat. 

 
(2) Penyelenggaraan pendidikan di bidang kesehatan sebagaimana dimaksud dalam 

ayat (1) dilaksanakan berdasarkan ijin sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan yang berlaku. 

 
Pasal 9 

 
(1) Pelatihan di bidang kesehatan diarahkan untuk meningkatkan keterampilan atau 

penguasaan pengetahuan di bidang teknis kesehatan. 
 
(2) Pelatihan di bidang kesehatan dapat dilakukan secara berjenjang sesuai dengan 

jenis tenaga kesehatan yang bersangkutan. 
 

Pasal 10 
 
(1) Setiap tenaga kesehatan memiliki kesempatan yang sama untuk mengikuti 

pelatihan di bidang kesehatan sesuai dengan bidang tugasnya. 
 
(2) Penyelenggaraan dan/atau pimpinan sarana kesehatan bertanggungjawab atas 

pemberian kesempatan kepada tenaga kesehatan yang ditempatkan dan/atau 
bekerja pada sarana kesehatan yang bersangkutan untuk meningkatkan 
keterampilan atau pengetahuan melalui pelatihan di bidang kesehatan. 

 
Pasal 11 

 
(1) Pelatihan di bidang kesehatan dilaksanakan di balai pelatihan tenaga kesehatan 

atau tempat pelatihan lainnya. 
 
(2) Pelatihan di bidang kesehatan dapat diselenggarakan oleh Pemerintah dan/atau 

masyarakat. 
 
 



Pasal 12 
 
(1) Pelatihan di bidang kesehatan yang diselenggarakan oleh Pemerintah dilaksanakan 

dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 
 
(2) Pelatihan di bidang kesehatan yang diselenggarakan oleh masyarakat dilaksanakan 

atas ijin Menteri. 
 
(3)  Ketentuan lebih lanjut mengenai perijinan sebagaimana   dimaksud dalam ayat (2) 

diatur oleh Menteri. 
 

Pasal 13 
 
(1) Pelatihan di bidang kesehatan wajib memenuhi persyaratan tersedianya : 
 a. calon peserta pelatihan; 

b. tenaga kepelatihan; 
c. kurikulum; 
d. sumber dana yang tetap untuk menjamin kelangsungan penyelenggaraan 

pelatihan; 
e. sarana dan prasarana. 

 
(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan pelatihan di bidang kesehatan 

sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur oleh Menteri. 
 

Pasal 14 
 
(1) Menteri dapat menghentikan pelatihan apabila pelaksanaan pelatihan di bidang 

kesehatan yang diselenggarakan oleh masyarakat ternyata: 
 a. tidak sesuai dengan arah pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat 

(1); 
b. tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1); 

 
(2) Penghentian pelatihan karena ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), 

dapat mengakibatkan dicabutnya ijin pelatihan. 
 
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penghentian pelatihan dan pencabutan ijin 

pelatihan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) diatur oleh Menteri. 
 

 
 
 
 


